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A. Latar Belakang Masalah

Zaman era modern, perkembangan ekonomi syariah semakin pesat,
ditandai dengan banyaknya bermunculan lembaga keuangan yang berbasis
syariah. Salah satunya ialah munculnya bank syariah, sehingga bank syariah
menjadi jalan alternatif bagi masyarakat, khususnya ummat Islam dalam
melakukan kegiatan di perbankan.

Secara umum bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama,
yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa
pengiriman uang. Di dalam sejarah perekonomian umat Islam, pembiayaan yang
dilakukan dengan akad yang sesuai syariah sudah menjadi bagian dari tradisi umat
Islam sejak zaman Rasulullah SAW. *

Menurut para ahli, seperti yang dikatakan oleh Karnaen Perwaatmadja dan
Muhammad Syafi’i Antonio dalam buku Rachmadi Usman memberikan definisi
bank islam adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah
islam, yakni bank yang dalam beroperasinya mengikuti ketentuan-ketentuan
syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara Islam.
Dalam tata cara itu dijauhi praktik-praktik yang dikhawatirkan mengandung
unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi

hasil dan pembiayaan perdagangan. 2

!Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, Edisi Keempat,
(Jakarta: Rajawali pers, 2011), HIm. 18.

Rachmadi Usman, Aspek Hukum Perbankan Syariah di Indonesia, (Bandung: CV
Pustaka Setia, 2013), HIm. 15.



Dalam UU No 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah bahwa Bank
Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip
syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).> Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank
syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
Sedangkan Bank Pembiayaan Syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam
kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. *

Dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang menjalankan
kegiatan usahanya berdasarkan hukum Islam atau prinsip syariah, yang mana bank
syariah didalam kegiatan usahanya tidak mengenal dengan adanya sistem riba
atau bunga. Selain itu bank syariah juga diartikan sebagai Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) yang operasional dan produknya dikembangkan berdasarkan
dengan Al-Quran dan Hadist.

Bank syariah memiliki fungsi yaitu sebagai tempat untuk penghimpunan
dana (funding), penyaluran dana (financing), dan sebagai pemberi jasa (service).
Penghimpunan dana merupakan penyerapan dana masyarakat sebagai simpanan.
Sedangkan penyaluran dana merupakan pengelolaan dana dalam hal pinjam-
meminjam, penggadaian, sewa-menyewa, dan lain sebagainya.

Masuk dalam kategori penghimpunan dana (funding) adalah produk
simpanan berupa giro, tabungan atau bentuk lainnya yang disamakan berdasarkan
akad wadi’ah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan

investasi berupa deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan
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dengan itu berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan
dengan prinsip syariah.

Secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam empat
kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan pengguanaannya, yaitu: pembiayaan
dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip sewa, pembiayaan dengan
prinsip bagi hasil, dan pembiayaan dengan akad pelengkap. Pembiayaan dengan
prinsip jual-beli ditujukan untuk memiliki barang. Sedangkan yang menggunakan
prinsip sewa ditujukan untuk mendapatkan jasa. Prinsip bagi hasil digunakan
untuk usaha kerjasama yang ditujukan guna mendapatkan barang dan jasa
sekaligus. °

Pembiayaan dengan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan
adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda (transfer of property).
Tingkat keuntungan bank di tentukan di depan dan menjadi bagian harga atas
barang yang dijual. Pembiayaan dengan prinsip jual-beli ini dalam bentuk
pembiayaaan murabahah, pembiayaan salam, dan pembiayaan istishna’.

Dari salah satu jenis penyaluran dana Bank Syariah tersebut, skim jual beli
murabahah merupakan salah satu akad yang paling popular digunakan. Akad
murabahah ini banyak digunakan oleh perbankan syariah, salah satunya dalam
pembiayaan Kredit pemilikan Rumah (KPR). Dalam perbankan syariah, produk
kepemilikan rumah dapat ditawarkan dengan menggunakan dua model
pembiayaan, yaitu model pembiayaan murabahah dan model pembiayaan

musyarakah mutanagishah.
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Pembiayaan murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut
jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual dan nasabah sebagai
pembeli, harga jual bank adalah harga beli bank ke pemasok (developer)
ditambah keuntungan (margin). Kedua belah pihak harus menyepakati harga jual
dan jangka waktu pembayaran. Harga jual dicantumkan dalam akad jual beli dan
jika telah disepakati tidak bisa berubah selama berlakunya akad. Dalam
perbankan, pembiayaan murabahah selalu dilakukan dengan cara pembayaran
secara tangguh atau cicilan (bi tsaman ajil atau muajal) dan barang diserahkan
segera setelah akad. °

Salah satu lembaga keuangan syariah yaitu Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor adalah bank syariah yang
menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan memiliki produk
dalam bentuk penyaluran dana. Dalam penyaluran dana di BPRS Amanah Ummah
salah satu pembiayaan yang banyak diminati oleh masyarakat yaitu pembiayaan
konsumtif. Pembiayaan konsumtif adalah jenis pembiayaan yang diberikan
kepada nasabah dengan tujuan untuk di luar uasaha dan umumnya bersifat
perorangan atau individu. ’ Pembiayaan konsumtif dapat berupa pembiayaan
rumah, pembiayaan kendaraan bermotor dan lain-lain.

Pembiayaan murabahah pemilikan rumah adalah pembiayaan jangka
pendek, menengah atau panjang untuk membiayai pembelian rumah tinggal, baik
rumah baru maupun rumah bekas dilingkungan developer dengan sistem
murabahah. Akad yang digunakan dalam pembiayaan murabahah pemilikan

rumah ini adalah akad murabahah, yaitu akad jual beli antara bank dengan
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nasabah, dimana bank membiayai (membeli) barang yang dibutuhkan nasabah dan
menjualnya kepada nasabah dengan menyebutkan harga pokok dan keuntungan
(margin) yang diketahui dan disepakati bersama. ® Penyerahan barang murabahah
dilakukan pada saat transaksi akad murabahah antara pihak bank dengan nasabah,
sementara pembayarannya dapat dilakukan secara tunai, tangguh atau dicicil.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah di BPRS Amanah Ummah Kantor
Cabang Bogor ini pada prosesnya sama seperti bank-bank syariah lainnya. Setelah
persyaratan dari kebijakan bank terpenuhi melalui beberapa proses tahapan seperti
surat permohonan pembiayaan sampai tahap pencairan, maka setelah semuanya
selesai, dilakukanlah perjanjian akad murabahah. °

Sebagai bahan laporan, penulis sajikan data nasabah yang melakukan
pembiayaan murabahah pemilikan rumah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor dalam tiga tahun kebelakang
pada tahun 2017 - 2019. Pada tahun 2017 jumlah nasabah yang melakukan
pembiayaan terdapat 333 nasabah dan nasabah yang melakukan pembiyaan
murabahah pemilikan rumah terdapat 21 nasabah. Kemudian pada tahun 2018
jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan terdapat 390 nasabah dan nasabah
yang melakukan pembiayaan murabahah pemilikan rumah terdapat 15 nasabah.
Sedangkan pada tahun 2019 jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan
terdapat 433 nasabah dan nasabah yang melakukan pembiayaan murabahah

pemilikan rumah terdapat 35 nasabah. *°

®https://www.amanahummah.co.id diakses pada tanggal 5 Februari 2020 pukul. 13.21

%Wawancara dengan pihak bank Bapak Hendi Sofyan, BBA. Kepala Kantor Cabang
Bogor BPRS Amanah Ummah pada tanggal 12 Februari 2020 pukul 11.19

Dokumen data realisasi pembiayaan pemilikan rumah BPRS Amanah Ummah Kantor
Cabang Bogor


https://www.amanahummah.co.id/

Pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah ini merupakan suatu produk
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah Kantor Cabang
Bogor yang bersifat konsumtif. Dimana nasabah melakukan permohonan fasilitas
pembiayaan untuk membeli barang dalam hal ini rumah baru yang diajukan oleh
nasabah. Kemudian bank melakukan analisa terhadap permohonan tersebut, jika
memang layak, bank menyatakan persetujuanya kepada nasabah dan dilakukanlah
akad murabahah antara bank dengan nasabah. *

Pelaksanaan Pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah yang dilakukan
Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah yaitu bank akan
membeli rumah kepada developer untuk dijual kembali kepada nasabah yang
mengajukan pembiayaan tersebut. Akan tetapi, dalam pembiayaan Murabahah
Pemilikan Rumah tersebut terdapat hal yang kurang sesuai dengan Fatwa DSN
MUI No. 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang Murabahah yaitu rumah yang di berikan
pembiayaan atau yang dicicil tersebut sudah diatasnamakan dengan nama nasabah
sebagai pemilik rumah. Padahal rumah tersebut seharusnya diatasnamakan dengan
nama bank terlebih dahulu sebagai pemilik rumah dengan pembelian kepada
developer. Terkecuali, jika nasabah sudah melunasi angsuran atau cicilan tersebut
maka rumabh tersebut dibalik namakan dari pihak bank kepada pihak nasabah.

Pelaksanaan pemberian objek murabahah dapat dilakukan oleh pembeli
murabahah tersebut sebagai wakil dari pihak bank dengan akad wakalah atau
perwakilan. Dalam fatwa DSN MUI jika bank hendak mewakilkan kepada
nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli rumah harus

dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank. Dari Persyaratan
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yang ditetapkan oleh MUI bahwa bank membeli barang yang diperlukan nasabah
atas nama bank sendiri bukan atas nama pembeli atau nasabah dan pembelian ini
harus bebas dari riba.

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan
penelitian dengan mengambil judul “ Pelaksanaan Akad Murabahah Dan
Wakalah Pada Produk Pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah di Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor .

B. Rumusan Masalah

Pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah pada BPRS Amanah Ummah
Kantor Cabang Bogor merupakan produk pembiayaan jangka pendek,
menengah atau panjang untuk membiayai pemilikan rumah tinggal, baik
rumah baru maupun bekas dengan sistem murabahah. Pihak bank merupakan
penjual dan pihak nasabah merupakan pembeli, pembayaran dapat dilakukan
dengan cara angsuran atau dicicil dengan jumlah angsuran yang tidak akan
berubah selama perjanjian. Dalam pembiayaan ini objek murabahah menjadi
milik bank selama nasabah belum melunasi angsuran tersebut. Akan tetapi,
pada praktiknya objek (rumah) pembiayaan murabahah tersebut sudah
diatasnamakan dengan nama nasabah bukan atasnama bank dalam
pembiayaan tersebut. Berdasarkan uraian yang dipaparkan diatas, maka dapat
disusun perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai
berikut:
1. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah

melalui akad murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor?



2.

Bagaimana Harmonisasi Antara Pelaksanaan Akad Murabahah Pada
Pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah Di Bank Pembiayaan Rakyat
Syariah (BPRS) Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor dengan Fatwa

DSN NO. 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang Murabahah?

C. Tujuan Masalah

1.

2.

Untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan Murabahah Pemilikan
Rumah melalui akad murabahah di Bank Pembiayaan Rakyat (BPRS)
Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor

Untuk mengetahui Harmonisasi Antara Pelaksanaan Akad Murabahah
Pada Pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah Di Bank Pembiayaan
Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor dengan

Fatwa DSN NO. 04/DSN-MUI/1V/2000 tentang Murabahah

D. Kegunaan Penelitian

1.

a.

Kegunaan Secara Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran tentang pemahaman disiplin ilmu yang
dipelajari, serta bagaimana penerapan teori-teori di dalam praktek
perusahaan khususnya di bank-bank syariah.

Penelitian ini diharapkan dapat memeberikan kontribusi terhadap
pengembangan ekonomi Islam bagi akademis dan praktisi sebagai
pertimbangan dalam pembiayaan dengan akad murabahah dan wakalah.
Kegunaan Secara Praktis

Menyesusaikan antara kenyataan yang terjadi dilapangan dengan teori

yang di dapatkan di bangku kuliah.



b. Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat
berguna sebagai bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang akan
melakukan akad dengan sistem pembiayaan dengan akad murabahah dan
wakalah.

E. Studi Terdahulu

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan pembiayaan murabahah dan
wakalah terdapat sejumlah penelitian yang dapat dijadikan rujukan atau acuan
dan pertimbangan dalam penelitian ini yang tema nya hampir sejenis. Dari
pengamatan penyusun, maka penelitian yang membahas pelaksanaan
pembiayaan murabahah dan wakalah.

Pertama skripsi yang ditulis oleh Nova Susilawati (2014), dengan judul:
“Pelaksanaan Denda Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Melalui Akad
Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung”.
Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penentuan denda (za 'wid) yang
dilakukan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung pada produk Griya
IB Hasanah itu tidak ada harmonisasi atau tidak sesuai dengan apa yang telah
di fatwakan oleh Dewan Syariah Nasional Nomor 43/DSN/MUI/VI111/2004
tentang Ganti Rugi (ta 'wid) yang menyebutkan bahwa besarnya denda
(ta’'wid) tidak boleh dicantumkan di dalam akad, sedangkan di Bank BNI
Syariah Cabang Bandung denda (za'wid)/ ganti rugi dicantumkan di dalam
akad. *? Persamaan dari penelitian ini yaitu bahwa akad yang digunakan sama
yaitu akad murabahah dan produk yang diteliti adalah produk pemilikan

rumah. Sedangkan perbedaanya, bank yang menjadi objek penelitian berbeda

2Nova Susilawati, Pelaksanaan Denda Pada Pembiayaan Griya IB Hasanah Melalui
Akad Pembiayaan Murabahah Di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bandung, (Skripsi S1 FSH,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2014),
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dan peneliti menganalisa kesesuaian produk dengan fatwa DSN sedangkan,
Nova Susilawati meneliti kesesuaian pelaksanaan denda pada produk Griya IB
Hasanah dengan Fatwa DSN.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Ida Laela (2018) dengan judul:
“Penambahan Persyaratan Dalam Akad Murabahah pada Pembiayaan
Pemilikan Rumah Sejahtera IB Maslahah di Bank BJB Syariah KCP
Karawang”. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembiayaan pemilikan
rumah Sejahtera IB Maslahah ini merupakan produk dengang bantuan subsidi
dari pemerintah. Pembiayaan ini menggunakan akad murabahah, namun
dalam Standar Operasional Prosedur PPR Sejahtera IB Maslahah ini terdapat
penambahan syarat. Jika nasabah tidak memenuhi syarat tersebut maka bank
akan mencabut subsidi yang diberikan dan margin PPR akan berubah ke
margin normal pembiayaan perumahan biasa. ** Persamaan penelitian ini yaitu
akad dan produk yang digunakan itu sama yaitu akad murabahah dan produk
pembiayaan pemilikan rumah. Perbedaan penelitian ini, bank yang menjadi
objek penelitian dan penulis menganalisa kesesuaian produk dengan fatwa
DSN sedangkan, Ida Laela meneliti tentang penambahan syarat pada
pembiayaan bersubsidi, jika nasabah tidak memenuhi syarat maka bank akan
mencabut subsidi tersebut.

Ketiga, skripsi yang ditulis olen Neng Santi Rahmatillah (2013) dengan
judul: “Pelaksanaan Pembiayaan Renovasi Rumah Melalui Akad Al-
Murabahah dan Wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang

Pembantu Ujungberung Bandung”.Dalam penelitian ini menunjukkan

B1da Laela, Penambahan Persyaratan Dalam Akad Murabahah pada Pembiayaan
Pemilikan Rumah Sejahtera 1B Maslahah di Bank BJB Syariah KCP Karawang, (Skripsi S1 FSH,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).
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bahwa pembiayaan renovasi rumah melalui akad murabahah dan wakalah
adalah pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP
Ujungberung Bandung kepada nasabah dalam melakukan renovasi rumah.
Pada pembiayaan ini nasbah di beri kuasa oleh bank untuk membeli barang
atau objek murabahah yang dibutuhkan dengan menggunakan akad wakalah.
Namun yang terjadi, bahwa nasabah tidak memberikan bukti yang ditegaskan
dengan kwitansi pembelian kepada pihak bank. Sehingga objek yang dibelikan
oleh nasabah belum ada kepastian apakah benar nasabah membeli barang
tersebut atau tidak.** Persamaan penelitian ini yaitu akad yang digunakan yaitu
akad murabahah dan wakalah. Perbedaanya yaitu peneliti meneliti produk
pembiayaan pemilikan rumah sedangkan Neng Santi Rahmatilah meneliti
produk renovasi rumah.

Keempat,skripsi yang ditulis oleh Anggita Risna Putri (2018) dengan
judul: “Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembiayaan Kepemilikan
Rumah di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari Kabupaten
Sumedang”Dalam  penelitian ini  menunjukkan bahwa pembiayaan
Kepemilikan Rumah di Bank BRI Syariah menggunakan akad murabahah.
Penetapan keuntungan (margin) yang diperoleh dalam jual beli merupakan
faktor yang sangat penting bagi kedua belah pihak antara pihak penjual (bank)
maupun pembeli (nasabah). Penetapan margin dalam  pembiayaan ini
menggunakan metode suku bunga di dalam produk KPR iB BRI Syariah
melalui akad murabahah belum sesuai dengan sistem penetapan margin secara

syariah. Hal ini dikarenakan penetapan margin pada bank syariah seharusnya

“Neng Santi Rahmatillah, Pelaksanaan Pembiayaan Renovasi Rumah Melalui Akad Al-
Murabahah dan Wakalah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Ujungberung
Bandung, (Skripsi S1 FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2013).
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menggunakan metode flat bukan Suku Bunga Bank Indonesia sebagai dasar
untuk menentukan margin keuntungan, yang mana kenaiakan margin tidak
dapat diprediksi oleh nasabah. **Persamaan penelitian ini yaitu produk yang
diteliti produk pembiayaan pemilikan rumah dan akad murabahah.
Perbedaannya peneliti menganalisa kesesuain produk dengan fatwa DSN
sedangkan Anggita Risna Putri meneliti tentang penetapan margin
menggunakan metode suku bunga Bank Indonesia.
F. Kerangka Berfikir

Akad dalam Bahasa Arab ‘al- ‘aqd, jamaknya al- ‘uqud, berarti ikatan atau
mengikat (al-rabth). Menurut terminologi hukum Islam, akad adalah
pertalianantara penyerahan (ijab) dan penerimaan (gabul) yang dibenarkan
oleh syariah, yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya. *°

Dengan demikian, ijab-gabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan
untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad diantara dua orang atau
lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan
syara. ’

Allah berfirman dalam Surat Al-Maidah (5) ayat 1, yaitu:
o kR Ly 15851 130 Toani iy

Artinya: Wahai Orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janiji....(QS.

Al-Maidah: 1). '8

*Anggita Risna Putri, Analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang Pembiayaan
Kepemilikan Rumah di Bank BRI Syariah KCP Tanjungsari Kabupaten Sumedang, (Skripsi S1,
FSH UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018).

16Sri Nurhayari Wasilah, Akuntansi Syariah Di Indonesia Edisi 4, (Jakarta: Salemba
Empat, 2015), Him. 54.

Y"Rachmat Syafe’l, Figih Muamalah, (Bandung, Pustaka Setia, 2001), HIm. 45.

“*Departemen Agama RI, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2010), HIm 106.
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Selanjutnya ada dan tidak adanya kompensasi, figih muamalah membagi
lagi akad menjadi dua bagian, yakni akad ftabarru’ dan akad
tijarah/mu’awadah. **Akad tabarru’ (gratuitous contract) adalah semacam
perjanjian yang menyangkut non-profit transaction (transaksi nirlaba). Akad
tabarru’ dilakukan dengan tujuan tolong menolong kebaikan dan tidak berhak
mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Contoh akad-akad
tabarru’ adalah gardh, rahn, hiwalah, wakalah, kafalah, wadi’ah, hibah,
wakaf, shadagah, hadiah, dan lain-lain.

Akad tijarah/ mu’awadah (compensational contract) adalah segala macam
perjanjian yang menyangkut for profit transaction. Akad ini dilakukan dengan
tujuan mencari keuntungan, karena bersifat komersil. Contoh akad tijarah
adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa.

Berdasarkan tingkat kepastian dari hasil yang diperolehnya, kontrak/akad
dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu:

1) Natural Certainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang
memberikan kepastian pembayaran, baik dari segi jumlah maupun
waktu. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Murabahah, Ijarah,
Salam dan Istisna’.

2) Natural Uncertainty Contracts adalah kontrak/akad dalam bisnis yang
tidak memberikan kepastian pendapatan, baik dari segi jumlah maupun
waktunya. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah Mudharabah dan

Musyarakah. 20

Badiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis...HIm. 66.
D adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis...Hlm. 51.
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Secara garis besar pembiayaan dapat dibagi menjadi dua jenis,

yaitu: 2
1. Pembiayaan konsumtif, vyaitu pembiayaan yang ditujukan untuk

pembiayaan yang bersifat konsumtif, seperti pembiayaan pendidikan,

kendaraan bermotor, pembiayaan pendidikan dan apapun yang sifatnya
konsmtif, dan;

2. Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk
pembiayaan sektor produktif, seperti pembiayaan modal kerja, pembiayaan
pembelian barang dan lainnya yang mempunyai tujuan untuk
pemberdayaan sektor riil.

Implementasi akad jual beli merupakan salah satu cara yang ditempuh
bank syariah dalam rangka menyalurkan dana kepada masyarakat. Akad bank
yang di dasarkan pada akad jual beli murabahah, salam dan istishna. Salah
satu skim figih yang populer digunakan oleh perbankan syariah adalah skim
jual beli murabahah. %

Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok barang di
tambah dengan margin keuntungan yang disepakati. Berdasarkan akad jual
beli tersebut bank membeli barang yang dipesan oleh nasabah dan menjualnya
kepada nasabah. Harga jual bank adalah harga beli dari supllier di tambah
keuntungan yang disepakati, bank harus memberi tahu secara jujur harga
pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan, murabahah

dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam murabahah

M. Nur Rianto Al-Arif, Dasar-Dasar Pemasaran Bank Syariah, (Bandung: Alfabeta,
2010), Him. 43.

Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad, Transaksi Bank Syariah,Cet Pertama, (Jakarta:
PT. Bumi Aksara ,2013), HIm. 28.
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berdasarkan pesanan, bank melakukan pembelian barang setelah ada
pemesanan dari nasabah. Murabahah berdasarkan pesanan dapat bersifat
mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang
dipesannya. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau
mencicil.

Murabahah menekankan adanya pembelian komoditas berdasarkan
permintaan konsumen, dan proses penjualan kepada konsumen dengan harga
jual yang merupakan akumulasi dari biaya beli dan tambahan profit yang
diinginkan. Dengan demikian bila terkait dengan pihak bank diwajibkan untuk
menerangkan tentang harga beli dan tambahan keuntungan yang diinginkan
kepada nasabah.

Dalam konteks ini bank tidak meminjamkan uang kepada nasabah untuk
membeli komoditas tertentu, akan tetapi pihak bank-lah yang berkewajiban
untuk membelikan komoditas pesanan nasabah dari pihak ketiga, dan
kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang disepakati kedua
pihak. %*

Adapun yang menjadi dasar hukum dibolehkannya melakukan jual beli
murabahah terdapat dalam Al-Quran dan Hadits, yaitu:

1) Al-Quran Surat An- Nisa (4) ayat 29:

ool 1515 ¥ 1ahe 1E Goddl Leh L

[o 23\

ZMuhammad, Manajemen Keuangan Syariah Analisi Figh dan Keuangan, (Yogyakarta
UPP STIM YKPN, 2016), HIm. 271-271.

"Ismail Nawawi, Fikih Muamalah: Klasik dan Kontemporer, (Bogor: Ghalia Indonesia,
2012), Him. 91.



16

” @ & 4, ° o A o

A4 pSad X | 55y ¢ p0 a4

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta
sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang
berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh
dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang Kepadamu ”. (QS An-Nisa: 29)*

2) Al-Hadist

NS I R T
JL5 € e piag Las Lide ) Jag L
Uiy Lgdo 803300 151 o3l 331 Lo

“Wahai Rasulullah, saya sering melakukan jual beli, apa jual beli yang halal
dan yang haram? Nabi bersabda: ‘“‘wahai anak saudaraku! Bila engkau
membeli sebuah barang janganlah engkau jual sebelum barang tersebut
engkau terima”.(HR.Ahmad).

Islam menganjurkan bahwa manusia dalam memenuhi kebutuhan
hidupnya harus bersikap adil, artinya tidak kurang dan tidak lebih dari yang
semestinya. Semua kegiatan untuk melakukan usaha attau bermuamalah pada
dasarnya diperbolehkan, baik dalam rangka pemenuhan kebutuhan individu
maupun kelompok. Tetapi tidak semua jual beli itu halal untuk dilakukan,
melainkan bisa berubah menjadi haram sampai ada nash yang

mengharamkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah figqih yang membolehkan

jual beli murabahah, yaitu:

#Departemen Agama R, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemah, (Bandung: CV. Penerbit
Diponegoro, 2010), HIm 83.
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“Pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada

dalil yang mengharamkannya”. *®

Berdasarkan dasar hukum diatas, pembiayaan dengan prinsip akad

murabahahmerupakan suatu tindakan yang telah diatur ketentuan hukumnya.
Perjanjian jual beli merupakan perbuatan hukum yang mempunyai
konsekuensi terjadinya peralihan hak atas sesuatu barang dari pihak penjual
kepada pembeli, maka dengan sendirinya dalam perbuatan hukum ini haruslah
dipenuhi rukun dan syarat sah jual beli. Adapun yang menjadi rukun dalam
perbuatan hukum jual beli terdiri dari: 2’

a) Subjek, adanya pihak penjual dan pihak pembeli;

b) Objek, adanya uang dan benda; dan

c) Adanya lafaz atau sighat akad.

Benda yang dijadikan sebagai objek jual beli murabahah ini haruslah

memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a) Bersih barangnya, adapun yang dimaksud adalah barang yang bukan
dikualifikasikan sebagai barang najis atau digolongkan sebagai barang
yang diharamkan.

b) Dapat dimanfaatkan, kemanfaatan barang tersebut sesuai dengan

ketentuan hukum agama (syariah).

%A. Djazuli, Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan
Masalah-Masalah yang Praktis, (Jakarta: Kencana, 2006). HIm. 130.

#’Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Hukum Perjanjian Dalam Islam,
(Jakarta: Sinar Grafika,2004), HIm. 35.
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¢) Milik orang yang melakukan akad. Bahwa ornag yang melakukan
perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pemilik sah atas barang
tesebut.

d) Mampu menyerahkannya, bahwa pihak penjual dapat menyerahkan
barang yang dujadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk
dan jumlah yang disepakati.

e) Mengatahui, apabila dalam suatu jual beli keadaan barang, jumlah, dan
harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli itu tidak sah, karena
perjanjian tersebut dapat mengandung unsur penipuan.

f) Barang yang diakadkan ada ditangan. Menyangkut perjanjian jual beli
atas sesuatu barang yang belum ditangan (tidak berada dalam
penguasaan penjual) adalah dilarang. 2

G. Langkah-Langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini
adalah:
1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian

deskriptif. Yaitu metode dengan cara menggambarkan atau medeskripsikan
sebuah masalah yang akan diteliti pada penelitian ini. Penilitan deskriptif
berasal dari istilah bahasa Inggris to describe yang berarti memaparkan atau
menggambarkan satu hal misalnya keadaan, kondisi, atau hal lain. Dengan
demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang

dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang

28Abdul Ghofur, Perbankan Syariah Di Indonesia, (Yogyakarta: Gadjah Mada University
Press, 2007), Him. 45.
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sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

29

2. Jenis Data
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan jenis data
kualitatif, yaitu data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat dan
gambaran. Jenis data kualitatif ini dihubungkan dengan masalah yang dibahas
tentang pelaksanaan akad murabahah dan wakalah dalam pembiayaan
murabahah pemilikan rumah di Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)
Amanah Ummah Kantor Cabang Bogor.
3. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek yang terlibat langsung dari
masalah yang diteliti yang dapat diperoleh. Yang dijadikan sumber data dalam

penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer
Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari pihak Bank
Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah Kntor Cabang
Bogor yang diperoleh penyusun untuk melakukan penelitian secara
langsung dengan pihak bank yang terkait dengan masalah yang diteliti,
diantaranya melakukan wawancara dengan kepala kantor cabang Bank

Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) Amanah Ummah Kantor Cabang

#Suharsimi Arikunto, Prosedur Pendekatan Praktik, Edisi Revisi, Cet 14, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2010), Him. 3.
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Bogor yaitu dengan Bapak Hendi Sofyan, BBA . Dengan kata lain data ini
merupakan data murni yang diperoleh dari hasil lapangan. Data yang
diperoleh dari hasil penelitian ini yaitu, klausul akad, brosur, dokumen-

dokumen tentang akad murabahah pemilikan rumah dan hasil wawancara.

b. Sumber Data Sekunder
Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari
bahan kepustakaan yang digunakan untuk melengkapi data primer. Sumber
data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data
kepada peneliti, seperti lewat perantara orang dan dokumen seperti buku,
artikel, jurnal bahkan media dan lain sebagainya yang sesuai dengan
masalah yang diteliti. Sumber yang didapat dari buku-buku tentang
Lembaga Keuangan Syariah (LKS), muamalah, produk-produk perbankan
Syariah dan lain sebagainya.
4. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara
bertanya langsung (berkomunikasi langsung) dengan responden. Dalam
wawancara terdapat proses interaksi antara pewawancara dengan
responden. Karena sifatnya yang “berhadap-hadapan”, maka pemberian
kesan baik kepada responden mutlak diperlukan. *° Wawancara juga

disebut sebagai tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang duduk

%0S0eratno dan Lincolin Arsyad, Metodologi Penelitian Untuk Ekonomi Dan Bisnis, Edisi
Revisi, Cet Pertama, (Yogyakarta: Unit Penerbit Dan Percetakan (UPP) Akademi Manajemen
Perusahaan YKPN, 1993), HIm. 92.
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berhadapan secara fisik dan diarahkan pada suatu masalah tertentu. Dalam
penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Hendi Sofyan,
BBA selaku Kepala Kantor Cabang di BankPembiayaan Rakyat Syariah
(BPRS) Amanah Ummah Kantor Cabang Bogorpada tanggal 12 Februari
2020 seputar pelaksanaan akad murabahah dan wakalah pada Produk
Pembiayaan Murabahah Pemilikan Rumah.
Studi Kepustakaan dan Dokumentasi

Studi  kepustakaan dan dokumentasi dilakukan dengan cara
mengumpulkan bahan, mempelajari teori-teori yang berhubungan dengan

masalah penelitian tentang akad murabahah dan wakalah.

5. Analisis Data

Analisa data adalah suatu fase penelitian kualitatif yang sangat penting

karena melalui analisa data inilah peneliti dapat memperoleh wujud dari

penelitian yang dilakukannya.®* Analisis data merupakan proses penyusunan

data agar dapat diinterpretasi. Penyusunan data berarti klasifikasi data dengan

pola, tema atau kategori tertentu. Analisa data dalam penelitian ini dilakukan

melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

a.

b.

Mengumpulkan data yang akan di teliti dari berbagai sumber data.
Memahami seluruh data yang sudah terkumpul dari berbagai sumber data.
Mengklasifikasikan data tersebut dan menyusun ke dalam satuan-satuan

menurut rumusan masalah dan tujuan penelitian.

31Djam’an Satori, dan Aan Komariah, Metode Penelitian Kualitatif ...HIm. 97.
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d. Menghubungkan data dengan teori yang telah ditemukan dalam kerangka
pemikiran. Menganalisa data secara deduktif dan induktif dengan
memperhatikan rumusan masalah yang telah ditentukan.

e. Menarik kesimpulan dari data yang telah di analisa dengan memperhatikan

rumusan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian



